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Publik

DASAR HUKUM :

KETERKAITAN:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung  Nomor
026/KMA/SK/Il/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VII2022 tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk
Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja
Informasi di Pengadilan.

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 Tentang
Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang
Standarisasi Website di Lingkungan Peradilan Umum

1. SOP Pengumuman informasi

2. SOP Pengelolaan permohonan Informasi

3. SOP Pengelolaan keberatan atas Informasi

4. SOP Penetapan dan pemutakhiran DIP

5. SOP Pengujian tentang konsekuensi

6. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik oleh
Atasan PPID

7. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang
dikecualikan

PERINGATAN/CATATAN :

pabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten
pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan
dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S-3 Hukum

2. S-2 Hukum

3. S-1 Hukum

4. Sistem Komputer
5. SMU

PERALATAN/PERLENGKAPAN:
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Printer

Buku ekspedisi
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PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Laporan Pelayanan Informasi
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